GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 090-199 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/440/2013

Menimbang :

Mengingat

—_

TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Dalam Daerah
dan Luar Daerah wuntuk Gubernur/Wakil Gubernur,
Pimpinan/Anggota DPRD/PNS/Tokoh Masyarakat/Anggota
Masyarakat dan Pegawai Tidak Tetap telah ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor
188.44/440/2013, untuk lebih efisiensi terhadap anggaran
perjalanan dinas perlu disesuaikan melalui perubahan
Keputusan Gubernur dimaksud,;

bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai
dengan  kebutuhan riel, memenuhi kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan daerah serta kemampuan keuangan
daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur
Nomor 188.44/440/2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Pemerintah
Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Pemerintah Tahun 2011 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5209);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi
Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113-PMK.05-2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 23);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11
Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 11);



16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perjalanan
Dinas (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I, II.a, IIl dan Lampiran IV Atas Keputusan
Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 188.44/440/2013
tentang Biaya Perjalanan Dinas sehingga berbunyi menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Maret 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI
TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:
Kepala BPK RI di Jakarta;
Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
Kepala Perwakilan BPK Provinsi di Mataram;
Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram;
Inspektur Provinsi NTB di Mataram;

Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB masing-masing di Tempat.
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